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Pembelajaran (CP)

CPL1 menguasai bidang llmu dan Teori Hukum atau jurisprudence secara mendalam dan utuh, serta berbagai teori
filsafati tentang Ilmu dan Hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir Kritis terhadap penerapan Hukum Positif Indonesia.
CPL2 menguasai teori dari bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh,
sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi, Hukum Internasional.
CPL3 mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |

CPMK1 menguasai teori dan konsep kebijakan publik yang menjadi dasar penerapan pada hukum positif.
CPMK2 menguasai proses kebijakan publik yang menjadi bahan kajian utama pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar..
CPMK3 mampu melakukan kajian hukum dan kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah publik.

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) |




Sub-

Mahasiswa mampu menyimpulkanpengertian kebijakan publik

CPMK1
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa peran negara dalam pembentukan kebijakan
CPMK2
Sub- Mahasiswa mampu menyimpulkan hakikat kebijakan publik
CPMK3
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan publik menurutilmu hukum
CPMK4
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa strata kebijakan publik
CPMKS5
Sub- Mahasiswa mampu menganalisamacam kebijakan publik berdasarkantipenya
CPMKG6
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa hubungan kebijakan Publik dengandemokrasi & partisipasi masyarakat
CPMK7
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa asas pembentukankebijakan publik
CPMK8
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya
CPMKS9
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa jenis dan hirarkiperaturan kebijakan publik
CPMK10
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa perumusan masalah kebijakan
CPMK11
Sub- Mahasiswa mampu menganalisa implementasikebijakan publik
CPMK12
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK |
Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub- Sub-
CPMK | CPM | CPM CPM CPM | CPMK | CPMK | CPMK | CPMK | CPMK1 | CPMK11 CPMK12
1 K2 K3 K4 K5 6 7 8 9 0
CPL1 v
CPL2 v
CPL3 v v
CPL4 v
CPL5 v \ \ \ \ \ \ \%

Deskripsi Singkat

Membahas hakekat kebijakan publik, pola-pola proses pengambilan kebijakan publik serta kaitannya dengan peran negara dalam pembentukan




MK

kebijakan publik, asas pembentukan kebijakan publik, jenis dan hirarki peraturan kebijakan publik, proses kebijakan publik dari mulai perumusan
isu publik kemudian implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, sampai dengan analis kebijakan publik.

Bahan Kajian: 1. Pengertian Kebijakan Publik
Materi Pembelajaran | 2. Peran Negara Dalam Pembentukan Kebijakan Publik
3. Hakikat Kebijakan Publik
4. Kebijakan Publik Menurut llmu Hukum
5. Strata Kebijakan Publik
6. Macam Kebijakan Publik Berdasarkan Tipenya
7. Hubungan kebijakan Publik dengan demokrasi & partisipasi masyarakat
8. Asas Pembentukan Kebijakan Publik
9. Kebijakan sebagai suatu proses dan model pembuatannya
10. Jenis dan Hirarki Peraturan Kebijakan Publik
11. Perumusan Masalah Kebijakan
12. Implementasi Kebijakan Publik
13. Evaluasi Kebijakan Publik
14. Analisa Kebijakan Publik
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13. Riant Nugroho. (2012). Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Dosen Pengampu

Agustinawati,S.H.,M.H.

Matakuliah syarat

Bantuk Pembelajaran,

Kemampuan akhir tia o Metode Pembelajaran, : : Bobot
Mg Ke- taharr)Jan belajar i Penilaian Penugasan Mahasiswa, ARG PEITISCIETETED | o0 ey
(Sub-CPMK) [ Estimasi Waktu] [ Pustaka ] (%)
Indikator Kriteria & Teknik Luring (offline) Daring (online)
1) ) ®) (4) (®) (6) (7) (8)
1 Mahasiswa mampu Kemampuan ™ Perkenalan ¢ Kuliah Pengertian 2%
menyimpulkanpengertian | menguraikan Interaktif Kebijakan Publik
kebijakan publik identitas,
deskripsi dan
tujuan
matakuliah
2 | Mahasiswa mampu Kemampuan ™, PT Kuliah Interaktif Peran Negara Dalam | 5%
menganalisa peran negara | membedakan Pembentukan
dalam pembentukan Sistem Kebijakan Publik
kebijakan Peradilan

Pidana dengan
Hukum Acara
Pidana °
Keaktifan
dalam diskusi
kelompok ¢
Ketepatan
hasil analisis
kasus ¢
Kemampuan




bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

34

Mahasiswa mampu
menyimpulkan hakikat
kebijakan publik

Ketepatan
menguraikan
materi
Kemampuan
bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

™™, PT

Hakikat Kebijakan
Publik

Mahasiswa mampu
menganalisa kebijakan
publik menurutilmu
hukum

Ketepatan
menguraikan
materi
Kemampuan
bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

Kebijakan Publik
Menurut lImu
Hukum

4%

Mahasiswa mampu
menganalisa strata
kebijakan publik

» Ketepatan
membedakan
konsep
desentralisasi
di beberapa
negara °©

™, PT

Kuliah Interaktif ¢
Diskusi

Strata Kebijakan
Publik

6%




Keaktifan
dalam diskusi *

Ketepatan
hasil diskusi ®
Kedisplinan
dan sopan
santun
7 Mahasiswa mampu * Ketepatan ™, PT Kuliah Interaktif ¢ Macam Kebijakan 6%
menganalisamacam menguraikan Diskusi PublikBerdasarkan
kebijakan publik materi Tipenya
berdasarkantipenya Keaktifan
dalam diskusi ¢
Ketepatan
hasil diskusi ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun
8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 20%
9 Mahasiswa mampu Ketepatan ™, PT Kuliah Interaktif Hubungan kebijakan 4%
menganalisa hubungan mengidentifika Publik dengan
kebijakan Publik si materi * demokrasi &
dengandemokrasi Kemampuan partisipasi
& partisipasi bertanya dan masyarakat
masyarakat mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun
10 | Mahasiswa mampu Ketepatan ™, PT Kuliah Interaktif Asas Pembentukan 4%
menganalisa asas menghubungka KebijakanPublik
pembentukankebijakan n materi ¢
publik Kemampuan




bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

11

Mahasiswa mampu
menganalisa kebijakan
sebagai suatu proses dan
model pembuatannya

Ketepatan
menganalisis
materi ¢
Kemampuan
bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

™™, PT

Kuliah Interaktif ¢
Case Study

Kebijakan sebagai
suatu prosesdan
model
pembuatannya

6%

12

Mahasiswa mampu
menganalisa jenis dan
hirarkiperaturan kebijakan
publik

Ketepatan
membedakan
materi
Kemampuan
bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

™, PT

Kuliah Interaktif

Jenis dan Hirarki
PeraturanKebijakan
Publik

3%

13-14

Mahasiswa mampu
menganalisa perumusan
masalah kebijakan

Kemampuan
menganalisis
aturan ¢
Keaktifan
dalam diskusi
kelompok ¢

™, PT

Kuliah Interaktif ¢
Case Study

Perumusan Masalah
Kebijakan

6%




Ketepatan
hasil analisis
kasus *
Kemampuan
bertanya dan
mengemukaka
n pendapat ¢
Kedisplinan
dan sopan
santun

15

Mahasiswa mampu
menganalisa implementasi
kebijakan publik

Ketepatan
menguraikan
Mmateri ®
Kemampuan
menyatakan
pendapat
Kedisplinan
dan sopan
santun

™™, PT

Kuliah Interaktif

Imlementasi
Kebijakan Publik

5%

16

Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester

25%

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari
sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPLyang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik

terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi

kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.




10.
11.

12.

Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria
dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning,
Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian
sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.



